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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

i

()

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomeor 18 Tahun 2010 teiah
diatur mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) di Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;

bahwa untuk melaksanakan pemungutan BPHTB sebagaimana tersebut
dalam huruf a agar lebih efisien, efektif dan optimal, periu diatur iebih
lanjut mengenai prosedur pemungutannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 avat (5)
Peraturan Dzerzh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perciehan Hak
atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Prosedur Pengenaan Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Pecrolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahur 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemeriniahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukoia Jakarta sebagai lbukoia Negara
Kesatuan Republik Indonesia:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daersh;

Undang-iJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Pernmiang-undangan,



7. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan
\?\?a Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah
asiat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak
Pengelolaan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011,

11. Peraturan Bersama Menteli Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 186/PMK/07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagai Pajak Daerah;

12.  Peraturan Daerah Nomor 5§ Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OCrganisasi Perangkat
Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan;

158. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penatausahaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta:

17. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENGENAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan

adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut
Kanwil BPN adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya
disebut Kakanwil BPN adalah Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan pada Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

Kepala Kantor Pertanahan adalan Kepala Kantor Pertanahan pada Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Suku Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Suku Dinas adaiah
Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

Unit Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Unit adalah Unit Pelayanan
Pajak Daerah pada Dinas.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajb
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperiuan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oieh orang pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Hak atas tanah, termasuk hak
perolehan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjytn_ya_
disingkat NPOPTKP adalah Nilai Objek Pajak yang dikurangi dari Nilai
Perolehan Objek Pajak sebelum perhitungan besarnya pajak terutang.

Evaluasi adalah Proses penilaian, sengukuran akan efektivitas dalam
Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
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Perolehan Hak karena Waris adalah Perolehan hak atas tanah dan/
atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah
pewaris meninggal dunia.

Perolehan Hak karena Hibah Wasiat adalah Perolehan hak atas tanah
dan bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah
wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Hak Pengelolaan adalah Hak menguasai dari Negara atas tanah yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang
haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah,
menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan
bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja
sama dengan pihak ketiga.

Keberatan adalah Keberatan yang diajukan oleh Wajb Pajak atas
ketetapan pajak yang terhutang.

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPC-BPHTB adalah Surat Setoran
Pajak Daerah yang digunakan untuk membayar Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan

acuan bagi petugas pelaksana pemungutan BPHTB dalam melaksanakan
tugasnya melakukan pemungutan dan sebagai sumber informasi bagi
warga masyarakat Wajb Pajak yang akan melakukan pembayaran
BPHTE agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tujuannya adalah Untuk:

a. mengoptiMalkan realisasi BPHTB sesuai target yang telah ditetapkan;

b. tertib administrasi pemungutan sesuai keténtuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. memberikan transparansi dan akuntabilitas prosedur pemungutan
BPHTB bagi warga masyarakat Wajib Pajak maupun pihak lain yang
terkait dengan prosedur atal pengawasan pemungutan BPHTB.

BAB I

OBJEK, SUBJEK DAN RUANG LINGKUP BPHTB

Pasal3

(1) Objek BPHTRB adalah Pefolehan hak atas tanah dan bangunan.

(2) Subjek BPHTB adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak

atas tanah dan bangunan.



Pasal 4

Lingkup pengaturan BPHTE sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur
ini adalah sebagai berikut :

a. Pengenaan BPHTB karena Waris;

b. Pengenaan BPHTB karena Hibah Wasiat;

o

Pengenaan BPHTE karena pemberian Hak Pengelolaan;

d. Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP); dan

®

Prosedur pengajuan keberatan.

BAB N/
PENGENAAN BPHTB KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
Pasalb

(1) Pengenaan BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena Waris
dan Hibah Wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB
yang seharusnya terutang.

(2} Penetapan saat terutang Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan karena Warls adalah Sejak tanggal yang bersangkutan
mendaftarkan peralihan haknya ke Kanwii BPN atau Kantor Pertanahan,

(3) Penetapan saat terutang pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan karena Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akte.

Pasal6

(1) Nilai Perolehan Obyek Pajak karena waris adalah Nilai pasar pada saat
didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kanwil BPN atau Kantor
Pertanahan.

(2) Nilai Perolehan Obyek Pajak karena Hibah Wasiat adalah Sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akte.

(3) Dalam hal nilai pasar sebagaimana cimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
lebih rendah daripada Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan,
maka Nilai Perolehan Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar
pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai
Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan,

Pasal?

Contoh perhitungan pengenaan BPHTB yang terutang atas perolehan hak
karena Waris dan Hibah Wasiat sesuai yang tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8
Kepala Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan

pendaftaran perolehan hak karena Waris dan Hibah Wasiat pada saat
Waijib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD-BPHTB.



BABV
PENGENAAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
Pasal9
Besaran pengenaan BPHTB karena pemberianr Hak Pengelolaan adalah :

a. 0% (nol perser} dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal
penerima Hak Pengelolaan adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah
non Departemen, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah lainnya
dan Perusahaan Umum Pembangunran Perumahan Nasional (Perum
Perumnas}; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam
hal penerima Hak Pengelolaan selain subjek pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

Pasal 10

Penetapan saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan banguran
untuk pemberian Hak Pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatangani
dan diterbitkannya keputusan pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagai akibat pemberian Hak Penrgelolaan
adalah Nilai pasar pada saat diterbitkarnya keputusan pemberian Hak
Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

{2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dmaksud pada ayat (1), lebih rendah
daripada Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan
Objek Pajak yang digurakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehanr.

Pasal 12

Kepala Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan melakukan pendaftaran Hak
Pengelolaan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak
berupa SSPD-BPHTB atau SKBPD-BPHTB.

BAB VI
NILAlI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
Bagian Kesatu
Besaran NFOPTKP
Pasal 13
(1) Besaran NPOPTKP ditetapkan sebagai berikuit:
a. sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap
transaksi selain Waris dan Hibah Wasiat. atau

b. sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk
Waris dan Hibah Wasiat.



(2) Besaran NFOPTKP-BPHTB sobagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diperuntukan bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1(satu) derajat ke atas atall

1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi waris dan hibah wasiat
termasuk suami/istri.

Pasal 14

(1) Besaran NPOPTKP-BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dapat dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Prosedur Evaluasi NPOPTKP
Pasal 15

(1) Untuk melakukan evaluasi NPOPTKP-BPHTB di luar Waris dan Hibah
Wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
dilakukan dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:

a. pertumbuhan ekonomi daerah;
b. harga pasaran tanah dan bangunan yang berlaku di daerah; dan
c. perkembangan Nilai Jual Objek Pajak.

(2} Untuk melakukan evaluasi NPOPTKP-BPHTB di luar Waris dan Hibah
Wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan
dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut :

a. kemampuan ekonomi masyarakat; dan
b. perkembangan Nilai Jual Objek Pajak.

Pasal 16

(1) Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud daiam Pasal 15 ayat (1)
dan ayat (2), selanjutnya Dinas menetapkan NPOPTKP-BPHTB.

(2) Penetapan NPOPTKP-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Berdasarkan usutan NPOPTKP-BPHTB oleh Kepala Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala BPKD selanjutnya
memproses NPOPTKP-BPHTB untuk ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat
diberlakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan pPerwakian
Rakyat Daerah.



BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 18

Keberatan dapat diajukan cieh Wajib Pajak atas :

"
a.

(1)

2)

(N

(2)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB (SKPDKB-
BPHTB); atau

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB
(SKPDKBT-BPHTBY); atau

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar BPHTB (SKPDLB-BPHTBY);
atau

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil BPHTB (SICPDN-BPHTB).

Pasal 19

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 18 diajukan kepada
Kepala Dinas melalui Kepaia Suku Dinas atau Kepala Unit.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumiah pajak
yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-
alasan yang jeias.

Keberatan harus diajukan daiam jangka waktu paling iama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan oleh Wajb Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force
majeur).

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan dan ¥Kepala Dinas melaiui Kepala Suku Dinas
atau Kepala Unit harus segera menerbitkan surat pemberitahuan
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit harus
memberikan keterangan atau penjelasan secara tertulis apabila Wajb
Pajak meminta keterangan atau penjeiasan yang berhubungan dengan
keberatan atas dasar pengenaan pajak.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan
pajak.

Pasal 20

Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit setelah
menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak harus memberikan
tanda terima.

Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Dinas melalui Suku
Dinas atau Unit atau tanda pengiriman surat keberatan meialui pos
tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat
keberatan tersebut bagi kepentingan Waljib Pajak.



(3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Kepala Dinas melalui Kepala

(3}

4)

(5)

Suisu Dinas atau Kepala Unit yang bersangkutan melakukan pemeriksaan
sederhana yang hasiinya dituangkan dalam berita acara hasil
pemeriksaan.

PasalZ?

Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat melimpahkan sebagian
kewenangan pelayanan penyelesaian permohonan keberatan kepada
Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit.

Pelimpahan sebagian kewenangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Unit berwenang memberikan pelayanan atas pengajuan
permohonan keberatan BPHTB yang terutang sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Kepala Suku Dinas berwenang memberikan pelayanan atas pengajuan
permohenan keberatan BPHTB vyang terhutang di atas
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan
Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

c. Kepala Dinas memberikan pelayanan atas pengajuan permohonan
keberatan BPHTB yang terutang di atas Rp 2.500.000.000,00 {dua miliar
lima ratus juta rupiah).

Apabila pengajuan permohonan keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Kepala Dinas,
maka permehonan keberatan Wajib Pajak dimaksud untuk selanjutnya
diteruskan kepada Kepala Unit atau Kepala Suku Dinas.

Apabila pengajuan permohonan keberatan BPHTB yang diajukan
merupakan kewenangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf ¢, maka Kepala Unit atau Kepala Suku Dinas selanjutnya
meneruskan permohonan keberatan kepada Kepala Dinas.

Jangka waktu penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), paling Jama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak.

Pasal 22

Kepala Dinas atau Kepala Unit atau Kepala Suku Dinas harus
memberikan keputusan atas pengajuan permchoran keberatan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Sebelum Keputusan diterbitkan, Wajb Pajak dapat menyampaikan alasan
tambahan atau penjelasan tertulis.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

mengabulkan seluruhnya; atau

mengabulkan sebagian; atau

menolak; atau

menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

aoow
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{4) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud parda ayat (1) telah lowat
dan atas pengajuan keberatan oleh Wajb Pajak, Kepala Dinas atau
Kepala Unit atau Kepala Suku Dinas tidak memberi suatu keputusan,
maka permohonan keberatan yang diajukan tersebut dianggag dikabulkan.

Pasal23

(1) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Waijib Pajak dan tembusannya
kepada Kepala Dinas.

{2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf ¢, disampaikan kepada Wajb Pajak dan tembusannya kepada
Kepala Suku Dinas dan Kegala Unit yang bersangkutan.

(3) Bentuk Keputusan keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sesuai yang tercantum dalam Lamgiran Il sampai
dengan Lamgiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal24
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak sependapat dengan Keputusan
keberatan yang diterbitkan oleh Kenala Dinas atau Kepala Unit atau Kepala

Suku Dinas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Pengadilan Pajak.

BABVII
PENGENDALIAN

Pasal 25

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini adalah
Kepala Dinas.

(2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

(3) Hasil pengendalian sebagaimana cimaksud pada ayat (1} dilaporkan
secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :
a. Terhadap pengenaan BPHTB karena Waris, Hibah Wasiat dan
Pemberian Hak Pengelolaan serta Penetapan Besaran NPOPTKP dan
pengajuan keberatan yang telah dilakukan terhitung sejak tanggal

1 Januari 2011 sampai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini,
dinyatakan masih tetap berlaku: dan



1

b. Terhadap pengenaan BPHTB karena Wars, Hibah Wasiat dan
Pemberian Hak Pengelolaan serta penetapan Besaran NPOPTKP dan
pengajuan keberatan yang sedang dalam proses setelah diterbitkannya
Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 21 November 2011

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Y./

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 115




Lampiran | : Peraturan Gubernur Frovinst LJaeran nnusus
Ibukota Jakerta

Nomor 112 TAHUN 2011
Tanggal 21 November 2011

CONTOH PERHITUNGAN BPHTB KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT

Contoh 1:

Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan banlgunan di ataSnﬁa
dengan nilai pasar sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun yang bersangkutan,
mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jua! Objek Pajak sebesar
Rp 300.000.000,00 ‘ﬁ?a ratus juta rupiah). Karena Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NFOPTKP} dalam hal waris di witayah Provinsi DKI Jakarta dJitetapkan
sebesar Rp 350.000.000,00 &t)i'ga ratus lima puluh Juta rupiah) sesuai Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
terutang adalah sebagai berikut :

- NpPQOP . Rp 300.000.000,00

- NPOPTKP . Rp_ 350.000.000,00

- NPOP Kena Pajak i S

- BPHTB Terutang : NIHIL
Contoh 2:

Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan di atasnya
dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap tanah
dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBBLpada tahun yang bersangkutan, mendaftar ke Kantor
Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp 800.000.000,00
}dela an ratus H’uta rupiah). Karena Nilai Perolehan ObéekPad'ak idak Kena Pajak
NPOPTKP) dafam hal waris ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) di wilayah Provinsi DK| Jakarta sesuai Peraturan Daerah Provinsi DK
Jakarta, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah
sebagai berikut ;

- NPOP - Rp 800.000.000,00
- NPOPTKP - Rp__350.000.000.00
- NPOP Kena Pajak - Rp_450.000.000,00
- BPHTB Terutang (5%) © Rp  22.500.000.00

BPHTB yang harus dibayar terutang (50%) : Rp  11.250.000,00

Contoh 3:

Seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayah kandun%nya sebidang tanah dan
bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00 (lma ratus juta
rupiah]f Terhadaptanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB} pada tahun yan% bersangkutan,
mendaftar keKantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual ObjekPajak sebesar
Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Karena Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam hal hbah wasiat yang diterima orang pribadi
yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu)
derajat ke atas atau 1 (satu} derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suami/istri ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) di
wilayah Provinsi DKl Jakarta sesua Peraturan Daerah Pravinsi DKI Jakarta, maka
besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai

berikut :
NPO : Rp 500.000.000,00
NPOPTICP : Rp__350.000.000,00
NPOP Kena Pajak Rp~ 150.000.000,00
BPHTB Terutang (5%) . Rp 7.500.000,00

- BPHTB yang harus dibayar terutang (50%) - Rp  3.750.000.00




Contoh 4

Suatu Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu mempercleh hibah wasiat dari seseoran
sebidang tanah dan bangunan di atasn%ra dengan nilai pasar sebesar Rp 1.000.000.000,0
(satu miliar rupiah). Terhadap tanahdan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutan?( (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun
r\—{;Eir]g bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanazhan setempat dengan Nilai Jual Objek
ajak sebesar Rp 900.000.000,00 ‘gsembilan ratus juta rupiah). Karena Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam hal selain waris dan hibah wasiat
Kang diterimz orang pribadi yang masih dalam hubungan keluar%a sedarah dalam garis
eturunan lurus1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat, termasuk suami/istri ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh
juta rupiah) di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakartg,
maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai

berikut:

- NPOP : Rp 1.000.000.000,00
- NPOPTKP  Rp___ 80.000.000,00
- NPOP Kena Pajak - Rp~520.000.000,00
- BPHTB Terutang (5%) : Rp 46.000.000,00

BPHTB yang harus dibayar terutang (50%) : Rp 23.0060.000,00

CONTOH PERHITUNGAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

Contoh Pasal 9 huruf a :

PerusahaanUmum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas? memperoleh
Hak Pengelclaan atas tanah Seluas 10 ha (sepuluh hektar), dengan Nilai Perolehan
Objek Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut:

- NPOP : Rp 1.000.000.000,00
- NPOPTKP : Rp 80.000.000,00
- NPOP Kena Pajak - Rp—920.000000,00

BPHTB Terutang (5%) + Rp 46.000.000,00

BPHTB yang harus dibayar terutang (0%) : Rp

Contoh Pasal 9 hurif b ;

Suatu Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah memperoleh Hak Pengelolaan atas
tanah seluas 10 ha (Sepuluh hektar), dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sebesar
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka besarnya Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :

NPOP R 08000000000
NPOPTKP - Bp .000.00(
- NPOP Kena Pajak © Rp—920.000.000.00
- BPHTB Terutang (5%) : Rp 46.000.000,00

- BPHTB yang harus dibayar terutang (50%) : Rp 23.000.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKDTA JAKARTA,




Lampiran |1: Feraturan GUDRErNUr £TOVIHSI Latldil niusus
lbukota Jakarta

Nomar 112 TAIUN 2011
Tanggal 21 November 2011

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PRCVINSI DAERAH KHUSUS

Menimbang

Mengingat

—_—

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR

TENTANG

KEBERATAN BPHTB ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

bahwa sehubungan dengan surat Wajib Pajak.....Nomor.....tanggal..... hal
Permohonan Keberatan BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN
objek pajak tanah/bangunan yang terietak di Jalan....Jakarta.... SPPT PBB
NIGIR »81....

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan hasil penelitian lapangan/pemeriksaan administrasi yang dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan Nomor.......... tanggal........ , perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Keberatan
BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN,;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nemor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kaii diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah:

-l geratur:an Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
aerah;

10. Beraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak
aerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;

12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pelayanan Pajak:

MEMUTUSKAN :

: KEFUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG KEBERATAN

BPHTB ATAS SKPDKRB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN.

. Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menclak/menambah besarnya

jumlah BPHTB yang terutang atas pengajuan keberatan SKPDKB/SKPDKBT/
SKPDLB/SKPDN -

a. Wajib Pajak
Nama

NPWPD
Alamat

b. SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

Nomor e o 2 B S e s

Tanggal e s S s e

FPejal yerg BT & S S e e
c. Letak Objek Pajak

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

: Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/

SKPDLB/SKPDN yang terutang menjadi sebagai berikut :

~ NPOPINJOPIm? |

: BPHTB
e | =™ | mg | PR
- Bumi Bangunan Bumi | Bangunan | """ g___l
Semula | . | i e | [Ee— Jmee— e
T | et | woamies | e Frmnesian R 3

Keterangan : 1) diisi jumlah BPHTB sesuai SKPDB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN
2) diisi jumlah BPHTB sesuai hasil pemeriksaan keberatan



KETIGA . Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT
ditetapkan.

: Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS

Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak.....
2. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.. ..

IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKGTA JAKARTA,




Lampiran Il : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomeor 112 TAHUN 2011
Tanggal 21 November 2011

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK. ......oovoeiieeiieieiiei e

NOMOR

TENTANG

KEBERATAN BPHTB ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK .............. CRisacaTaTE

Menimbang : a.

b

Mengingat {1

|

bahwa sehubungan dengan surat Wajib Pajak....Nomor.....tanggal..... hal
Permohonan Keberalan BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN
objek pajak tanah/bangunan yang terletak di Jalan...Jakarta.... SPPT PBB

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan hasil penelitian lapangan/pemeriksaan administrasi yang dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Keberalan Nomor.......... tanggal........, perlu
menetapkan Kepulusan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak....... tentang
Keberatan BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN,;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukola Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengeiolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah:;

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perclehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;

12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tala
Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK.......... TENTANG
KEBERATAN BPHTB ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN,
KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak/menambah besarnya

jumiah BPHTB yang terutang atas pengajuan keberatan SKPDKB/SKPDKBT/
SKPDLB/SKPDN :

a. Wajib Pajak
Nama

NPWPD
Alamat

b. SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN
JEREE @000 e R e e e SRR R
Tanggal R e e e i aiaes
FajaRvang fendang 2o mmmrpnm e

c. Letak Objek Pajak

Alamat s s ——S—
Kelurahan ;
Kecamatan
Kabupaten/Kota
KEDUA : Sesuaj dengan dktum KESATU, besarnya BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/

SKPDLB/SKPDN yang terutang menjadi sebagai berikut:

f i o '
NPOP/NJOP/m BEHTE \

2
G | B ge |

| Bumi_ [ Bangunan | Bumi | Bangunan | "% |

Semils | i [ = el i

. , |

FTARUUERT | sumsiivisainss || inssiintbamatiinse | csinbbetossn e

3
| P e e —

Keterangan : 1) diisi jumiah BPHTB sesuai SKPDB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN
2) diisi jumiah BPHTB sesuail hasil pemeriksaan keberatan




KETIGA . Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak ini, kekellruan tersebut akan cibetulkan
sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT  : Keputusan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK ...,

Tembusan NP oo
Kepata Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DK! Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




Menimbang

Mengingat

Lampiran {V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2011
Tanggal 21 November 2011

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK
DRERRRL - i ity

NOMOR
TENTANG

KEBERATAN BPHTB ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG VAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH........cocvvvieeiinns,s

:a. bahwa sehubungan dengan surat Waijib Pajak....Nomor....tanggal..... nal
Permohonan Keberatan BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKFDN
objek pajak tanah/bangunan yang terletak di Jaian.....Jakarta... SPPT PBB
NP 2. 81,....7

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan hasil penelitian lapangan/pemeriksaan administrasi yang dituangkan
dalam Laporan Hasilt Penelitian Keberatan Nomor.......... tanggal........, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah......tentang
Keberatan BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengetolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 21 Tahun 2011,



8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan,

12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH. ... TENTANG
KEBERATAN BPHTB ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN.
KESATU . Mengabulkan seluruhnya/mengabukan sebagian/menolak/menambah besarnya
jumlah BPHTB yang terutang atas pangajuan keberatan SKPDKB/SKPDKBT/
SKPDLB/SKPDN :

a. Wajib Pajak
Nama
NPWPD
Alamat

b. SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

Tanggal o
Pajak yang teTUTANG & ..ot e saee s sa s s en e et eas

¢. Letak Objek Pajak

Alamat
Kelurahan s e S i R R e
Kecamatan R e L s e A S L e
Kabupaten/Kota e e S e s e
KEDUA . Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya BPHTB atas SKPDKB/SKPDKBT/
SKPDLB/SKPDN yang terutang menjadi sebagai berikut:
B NPOP/NJOP/m? | '
R Luas (m?) | (Ro) TBPHTB |
Bumi | Bangunan | Bumi | Bangunan s !
ST T (O s nis, T [ Pm— T T Mo 1)
| DGR | wessicudsssdian ‘ _‘ = I____ a1
| _ |

e e ok ——

Keterangan : 1) diisi jumlah BPHTB sesuai SKPDB/SKPDKBT/SKFDLB/SKPON
2y diisi jumlah BPHTB sesuai hasil pemeriksaan keberatan




KETIGA : Apabita di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan

Kepala Unit Pelayanan Pajak Oaerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan
sesuai ketentuan yang berlaku

KEEMPAT  : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah ini mulai berlaku pada
tangga! ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH..............

Yedy

Tembusan NIP oo
Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA,




